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Aceh dalam Kontur Kerawanan Baru: Proyeksi dan Strategi Menghadapi 2026

Description

1. Pendahuluan

Kondisi keamanan Aceh pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan
meningkatnya berbagai bentuk konflik, baik yang bersifat sosial, agraria, lingkungan, maupun
kriminalitas berkadar tinggi. Pola konflik ini tidak hanya muncul secara sporadis, tetapi memperlihatkan
pola yang konsisten di hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh. Isu-isu seperti sengketa lahan, aktivitas
pertambangan ilegal, ketegangan antara warga dan perusahaan, gangguan satwa liar, konflik internal
komunitas, hingga kasus kekerasan bersenjata menandakan bahwa Aceh berada dalam situasi
kerawanan struktural yang perlu diwaspadai secara serius menjelang 2026.

Mandat penyusunan analisis ini bersumber dari kebutuhan pemerintah daerah untuk memahami
potensi kerawanan secara komprehensif, khususnya sebagai bahan strategis dalam koordinasi
kewaspadaan dini. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan
pendekatan keamanan dan intelijen. Dengan demikian, potret kerawanan Aceh tidak hanya dipetakan
dari gejala permukaan, tetapi juga ditelusuri hingga akar masalah dan potensi eskalasinya. Kebutuhan
ini menjadi penting mengingat Aceh merupakan wilayah pasca-konflik yang masih menyimpan potensi
friksi sosial-politik yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali dalam bentuk baru.

Data lokal menunjukkan bahwa konflik berbasis lahan dan sumber daya alam merupakan pola dominan
yang muncul di banyak wilayah Aceh. Kabupaten seperti Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh
Singkil, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Pidie, dan Aceh Jaya mencatat berbagai perselisihan antara
masyarakat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun industri. Konflik ini bersifat
kronis dan sering kali melibatkan kelompok masyarakat yang terorganisir, sehingga menimbulkan risiko
mobilisasi massa yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum
terselesaikan dalam tata kelola ruang, distribusi manfaat, dan relasi kuasa antara negara, perusahaan,
dan masyarakat.

Di sisi lain, beberapa daerah mencatat munculnya bentuk-bentuk ancaman keamanan yang lebih akut,
seperti tindakan teror, bom molotov, dan penembakan. Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah
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dengan pola ancaman seperti ini. Kasus-kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai kriminalitas
biasa karena menunjukkan keberadaan aktor yang memiliki kemampuan, jaringan, dan tujuan tertentu
dalam melakukan kekerasan. Bila tidak diantisipasi sejak awal, potensi penyebaran pola kekerasan
serupa ke kabupaten lain menjadi ancaman yang perlu diperhitungkan secara strategis.

Wilayah perkotaan seperti Banda Aceh memperlihatkan kerawanan sosial yang ditandai dengan
maraknya demonstrasi, tawuran antar kelompok remaja, serta aktivitas geng motor. Fenomena ini
mengindikasikan rapuhnya kontrol sosial urban dan meningkatnya ketegangan masyarakat dalam
menghadapi persoalan sosial-ekonomi. Sementara itu, wilayah tengah seperti Aceh Tengah dan
daerah sekitarnya menampilkan konflik ekologis yang dipicu oleh tekanan pemanfaatan ruang, aktivitas
pertambangan ilegal, dan gangguan satwa liar yang semakin sering memasuki pemukiman warga.
Semua gejala tersebut memperlihatkan hubungan erat antara tekanan ekologi dan potensi konflik
horizontal di masyarakat.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan bahwa Aceh sedang berada pada titik yang memerlukan
pemetaan kerawanan secara mendalam, terstruktur, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, makalah ini
disusun untuk memberikan analisis komprehensif tentang potensi kerawanan Aceh 2025-2026,
dengan memanfaatkan pendekatan keamanan dan intelijen strategis. Analisis ini diharapkan dapat
membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat deteksi dini, mencegah eskalasi,
serta merumuskan kebijakan penanganan konflik yang lebih efektif dan terkoordinasi di seluruh Aceh.

2. Landasan Pendekatan dalam Memahami Kerawanan Aceh

Pendekatan untuk membaca kerawanan Aceh pada 2025-2026 perlu melampaui sekadar pencatatan
peristiwa. Berbagai kejadian yang muncul di setiap kabupaten menunjukkan pola yang saling berkaitan
antara persoalan agraria, dinamika sosial, tekanan lingkungan, kompetisi ekonomi, serta perubahan
dalam struktur kekuasaan lokal. Karena itu, pemetaan situasi Aceh harus dilakukan dengan membaca
apa yang tampak di permukaan sekaligus memahami struktur penyebab yang tidak terlihat secara
langsung. Keduanya saling terhubung dan menentukan potensi eskalasi di masa depan.

Dalam membaca kerawanan di tingkat kabupaten, pendekatan yang digunakan dalam makalah ini
berangkat dari pengamatan faktual tentang jenis peristiwa yang berulang, wilayah yang menjadi pusat
ketegangan, aktor-aktor yang terlibat, serta hubungan antara kejadian yang tampak dengan kondisi
sosial-politik yang lebih luas. Misalnya, sengketa lahan yang muncul bukan hanya soal batas tanah,
tetapi berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi, persepsi ketidakadilan, dan sejarah relasi
masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah daerah. Dengan memahami konteks tersebut, setiap
kejadian dapat dipetakan sebagai bagian dari pola yang lebih besar.

Pendekatan ini juga melihat hubungan antara pergerakan kelompok masyarakat dengan dinamika
daerah pasca-konflik. Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan transformasi politik, yang hingga kini
masih mempengaruhi interaksi antar kelompok, loyalitas komunitas, dan persepsi terhadap aparat
maupun perusahaan. Beberapa konflik kecil di tingkat gampong menunjukkan bahwa mekanisme
penyelesaian internal belum sepenuhnya pulih, sehingga peristiwa yang tampak sederhana dapat
berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar bila tidak segera dimediasi. Dengan demikian,
membaca kerawanan Aceh menuntut pemahaman terhadap jejak masa lalu yang masih membentuk
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struktur sosial saat ini.

Selain itu, pendekatan yang digunakan menempatkan setiap kabupaten sebagai unit analisis yang
memiliki karakteristik unik. Banda Aceh menghadapi tantangan urban, Lhokseumawe berhadapan
dengan kasus kekerasan serius, sedangkan Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat, dan
beberapa wilayah barat-selatan berhadapan dengan sengketa lahan dan aktivitas industri yang memicu
protes masyarakat. Aceh Tengah dan daerah sekitarnya mengalami tekanan ekologis yang memicu
konflik dengan satwa liar. Keragaman jenis konflik ini membuat Aceh tidak dapat dipahami melalui
pendekatan tunggal; setiap daerah memerlukan pembacaan khusus.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi jangka panjang
dengan munculnya ketegangan saat ini. Pertumbuhan industri, ekspansi perkebunan, dan
pertambangan membawa dampak pada struktur ruang dan pola kesejahteraan. Ketika sebagian
masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat atau justru mengalami dampak negatif, muncul rasa
ketidakpuasan yang dapat memicu protes. Di sisi lain, aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin dan
perdagangan minyak ilegal melibatkan jaringan yang lebih tertutup dan berpotensi memunculkan
kekerasan ketika terjadi persaingan kepentingan. Pemahaman terhadap dinamika ekonomi ini menjadi
penting untuk membaca kerawanan yang sedang berkembang.

Akhirnya, pendekatan yang digunakan dalam makalah ini menilai potensi kerawanan dengan melihat
bagaimana setiap jenis konflik dapat berkembang dalam konteks Aceh menjelang 2026, terutama
ketika aktivitas politik daerah mulai meningkat. Banyak peristiwa yang tampak sebagai konflik kecil
dapat berubah menjadi konflik lebih luas jika bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu
atau dimanfaatkan oleh aktor yang ingin memperluas pengaruhnya. Dengan cara ini, kerawanan Aceh
tidak hanya dipetakan berdasarkan apa yang terjadi saat ini, tetapi juga bagaimana setiap dinamika
lokal dapat membentuk arah perkembangan Aceh pada tahun-tahun mendatang.

3. Situasi Umum Kerawanan Aceh 2025

Situasi kerawanan Aceh sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya pola ketegangan yang muncul
secara simultan di berbagai kabupaten, tetapi dengan karakteristik dan intensitas yang berbeda.
Meskipun bentuk-bentuk konfliknya tampak beragam, akar masalahnya dapat ditarik pada persoalan
struktural seperti distribusi lahan, akses terhadap sumber daya alam, dinamika politik lokal, serta
perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Data peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa Aceh tidak
sedang menghadapi satu jenis ancaman tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai bentuk
kerawanan yang saling berinteraksi dan dapat memperkuat satu sama lain jika tidak ditangani secara
tepat.

Perkembangan konflik di Aceh pada 2025 memperlihatkan bahwa sengketa lahan dan sumber daya
alam merupakan tema dominan yang muncul di sebagian besar kabupaten. Perselisihan antara
masyarakat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, dan industri menjadi penyebab utama
ketegangan di Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya,
Pidie, dan Aceh Jaya. Konflik-konflik tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan warga
terhadap aktivitas perusahaan, tetapi juga menunjukkan adanya masalah laten dalam kebijakan tata
ruang, ketidakjelasan batas lahan, dan persepsi masyarakat terhadap praktik eksploitasi yang dianggap
tidak memberikan manfaat bagi mereka. Situasi ini menjadi semakin sensitif ketika daerah-daerah itu
secara historis memiliki hubungan kuat dengan tanah dan ruang hidup sebagai basis identitas
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komunitas.

Di beberapa wilayah, konflik berbasis lingkungan juga muncul sebagai gejala yang semakin sering
terjadi. Gangguan satwa liar dilaporkan berulang kali di Aceh Tengah, Aceh Selatan, Singkil, dan Aceh
Barat. Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan ekologis akibat perubahan penggunaan lahan dan
deforestasi yang memaksa satwa masuk ke permukiman warga. Meskipun tampak sebagai persoalan
teknis, gangguan satwa liar memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik horizontal antar warga
ketika terjadi perbedaan pendapat dalam penanganannya. Hal ini terutama terjadi ketika satu kelompok
masyarakat ingin mempertahankan kawasan hutan sebagai ruang hidup tradisional, sementara
kelompok lain ingin membuka ruang baru untuk ekonomi pertanian atau pemukiman.

Dalam konteks urban, Banda Aceh memperlihatkan kerawanan sosial yang khas perkotaan, seperti
demonstrasi, tawuran antar kelompok remaja, dan aktivitas geng motor. Munculnya fenomena ini
menggambarkan tekanan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat perkotaan serta rendahnya
kapasitas kontrol sosial pada kelompok usia muda. Konflik semacam ini memiliki sifat cepat menyebar
karena lingkungan kota yang padat, serta potensi viralitas yang tinggi melalui media sosial. Bila tidak
dikelola dengan pendekatan yang tepat, fenomena ini dapat berkembang menjadi ketegangan
antarkelompok yang lebih luas dan mengganggu stabilitas kota.

Sementara itu, beberapa wilayah menunjukkan eskalasi kerawanan yang lebih serius, terutama kasus
bom molotov dan penembakan yang muncul di Lhokseumawe. Kejadian-kejadian ini merupakan
indikator berbahaya karena melibatkan penggunaan alat kekerasan yang memiliki efek psikologis tinggi
pada masyarakat. Pola ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal biasa, karena menunjukkan
kemampuan teknis tertentu dalam penggunaan bahan peledak improvisasi. Keberadaan aktor yang
mampu melakukan tindakan seperti ini mengindikasikan munculnya kelompok atau individu yang
memiliki motivasi dan kapasitas untuk melakukan kekerasan terarah.

Aceh Besar menunjukkan dinamika kerawanan yang berkaitan dengan konflik kelembagaan dan
proyek pembangunan. Sengketa yang melibatkan lembaga pendidikan besar serta penolakan
masyarakat terhadap proyek infrastruktur energi menunjukkan adanya ketegangan antara masyarakat
dan institusi. Penolakan terhadap proyek pembangunan sering kali mencerminkan kekhawatiran
masyarakat terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mereka rasakan tidak dikelola
dengan baik. Ketegangan seperti ini sangat sensitif dan dapat berkembang menjadi mobilisasi massa
ketika tidak ada ruang dialog yang cukup.

Di Aceh Timur, situasi kerawanan menjadi lebih kompleks karena adanya keberadaan pengungsi dari
luar negeri, aktivitas tambang minyak ilegal, konflik lahan berskala besar, dan ketegangan lingkungan.
Persinggungan berbagai bentuk kerawanan ini menjadikan Aceh Timur sebagai wilayah dengan
tekanan multidimensi. Pengungsi dari luar negeri sering kali memicu ketegangan sosial, terutama
ketika masyarakat merasa terbebani oleh kehadiran kelompok baru. Di saat yang sama, aktivitas ilegal
di sektor minyak memperlihatkan adanya jaringan ekonomi gelap yang dapat menimbulkan kekerasan
ketika terjadi benturan kepentingan dengan aparat.

Nagan Raya dan Aceh Barat Daya mencatat konflik yang banyak berkaitan dengan ketenagakerjaan
dan pertambangan. Ketidakpuasan pekerja terhadap perusahaan serta ketegangan yang melibatkan
komunitas lokal menunjukkan adanya persoalan serius dalam hubungan industrial. Ketika pekerja tidak
mendapatkan kepastian hak atau keadilan distribusi manfaat, potensi aksi protes atau sabotase
terbuka menjadi lebih besar. Situasi ini semakin rumit ketika bersinggungan dengan aktivitas
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pertambangan yang memiliki dampak lingkungan signifikan.

Pidie menjadi pusat perhatian terkait pertambangan emas yang memiliki risiko keamanan tinggi.
Penambangan emas, baik legal maupun ilegal, sering melibatkan kelompok masyarakat terorganisir,
jaringan ekonomi yang kuat, dan bahkan potensi penggunaan kekerasan. Ketika aparat melakukan
penertiban terhadap aktivitas penambangan, sering kali muncul resistensi dari para penambang atau
kelompok kepentingan yang terlibat. Hal ini menandakan bahwa tambang emas di Pidie memerlukan
perhatian khusus karena berpotensi menjadi titik letupan konflik yang sulit dikendalikan.

Aceh Jaya memperlihatkan konflik yang juga berpusat pada pertambangan dan galian C. Aktivitas ini
tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu perbedaan kepentingan antara
kelompok warga yang mendukung kegiatan pertambangan demi keuntungan ekonomi jangka pendek
dan kelompok lain yang menolak karena dampak ekologis jangka panjang. Ketegangan seperti ini
sering kali berkembang menjadi konflik internal komunitas yang membutuhkan penanganan mediasi
yang kuat.

Beberapa kabupaten yang relatif lebih tenang tetap menunjukkan potensi kerawanan tertentu. Konflik
batas gampong di Aceh Utara, misalnya, tampak sederhana tetapi berakar pada legitimasi
pemerintahan lokal dan hubungan sosial antar kelompok. Ketika batas wilayah atau struktur
pemerintahan dipertanyakan, muncul potensi gesekan antar kelompok pendukung. Konflik semacam ini
bisa berkembang secara cepat karena menyangkut identitas dan status sosial dalam komunitas.

Secara keseluruhan, kerawanan Aceh 2025 memperlihatkan bahwa konflik di berbagai wilayah saling
terkait dan memiliki potensi untuk membentuk pola ketegangan yang lebih besar menjelang 2026.
Perubahan dalam konteks politik daerah, terutama menjelang tahun pemilihan, dapat memperkuat
berbagai bentuk kerawanan yang sedang berkembang. Ketika kepentingan politik memasuki ruang
masyarakat, konflik yang tampak kecil dapat digunakan untuk memperkuat posisi kelompok tertentu
atau melemahkan lawan politik. Hal ini menjadikan situasi keamanan Aceh semakin rentan bila tidak
dikelola secara komprehensif.

Dengan melihat perkembangan tersebut, jelas bahwa Aceh berada dalam fase yang membutuhkan
pemetaan kerawanan yang lebih mendalam dan antisipatif. Setiap kabupaten memiliki kombinasi
kerawanan yang unik, tetapi semuanya berada dalam satu lanskap sosial yang saling terhubung.
Karena itu, pemahaman situasi umum kerawanan Aceh 2025 merupakan dasar penting untuk
merumuskan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika tahun 2026 dan
seterusnya

4. Pemetaan Kerawanan Per Kabupaten di Aceh

4.1. Banda Aceh

Banda Aceh memperlihatkan pola kerawanan yang berakar pada dinamika sosial perkotaan, dengan
bentuk utama berupa demonstrasi dan tawuran antar kelompok remaja. Demonstrasi cenderung
muncul dari ketidakpuasan warga terhadap kebijakan lokal maupun isu nasional yang mendapat
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respon luas di masyarakat. Karakteristik Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan kota simbolik
bagi Aceh membuat setiap bentuk mobilisasi mudah berkembang menjadi isu yang lebih besar, karena
ruang publik di kota ini ideal untuk membentuk opini massa. Demonstrasi yang muncul cenderung
memiliki pola tidak terkoordinasi, bersifat reaktif, dan dipicu oleh sentimen yang cepat menyebar
melalui media sosial.

Fenomena tawuran dan geng motor menunjukkan adanya kelompok remaja yang mengalami
keterputusan dari struktur sosial yang lebih stabil. Aktivitas geng motor sering kali dimulai dari
perselisihan kecil, tetapi meningkat menjadi tindakan kekerasan karena adanya tekanan kelompok
sebaya dan minimnya pengawasan. Pola ini juga menunjukkan adanya ruang kosong dalam
pembinaan remaja, baik oleh institusi pendidikan maupun komunitas. Kerawanan tersebut dapat
meningkat pada periode tertentu, terutama ketika beban ekonomi keluarga meningkat dan ruang-ruang
positif bagi remaja semakin sempit.

Ancaman di Banda Aceh lebih bersifat sosial, bukan bersenjata. Namun kerawanan sosial jenis ini
tetap penting diwaspadai karena dapat berkembang menjadi konflik antarkelompok, terutama ketika
melibatkan simpatisan tertentu yang mengaitkan persoalan kecil dengan identitas sekolah, wilayah,
atau komunitas. Kota yang padat dan terhubung secara digital membuat potensi penyebaran konflik
lebih besar, karena setiap insiden mudah direkam dan viral, menciptakan efek domino sosial yang sulit
dikendalikan.

4.2. Aceh Besar

Aceh Besar memperlihatkan kerawanan yang terkait dengan konflik kelembagaan, sengketa lahan,
serta penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Salah satu sumber ketegangan berasal
dari perselisihan di lingkungan institusi pendidikan besar yang melibatkan struktur internal dan
masyarakat. Konflik ini tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, legitimasi,
dan klaim sosial yang diwariskan dalam hubungan antar pihak. Ketegangan seperti ini cenderung
berlarut-larut karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar moral dan legal untuk
memperjuangkan posisinya.

Sengketa lahan yang melibatkan perusahaan industri besar di kawasan ini mengindikasikan adanya
perbedaan persepsi mengenai mekanisme ganti rugi dan dampak lingkungan. Masyarakat menuntut
kejelasan batas lahan serta kompensasi atas dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan mata
pencaharian mereka. Di sisi lain, perusahaan cenderung mempertahankan hak operasional
berdasarkan izin yang telah dimiliki. Ketimpangan informasi dan ketidakpercayaan antara warga dan
perusahaan membuat konflik ini rentan muncul kembali meskipun pernah dimediasi.

Penolakan terhadap proyek pembangunan energi menambah kompleksitas kerawanan di Aceh Besar.
Penolakan biasanya didorong oleh kekhawatiran terkait perubahan lingkungan, dampak ekonomi, dan
ketidakpastian terhadap manfaat proyek bagi masyarakat sekitar. Ketika masyarakat merasa bahwa
proyek bersifat memaksakan, potensi mobilisasi aksi protes meningkat. Karakter masyarakat Aceh
Besar yang memiliki jaringan sosial kuat memungkinkan protes lokal dengan cepat mendapatkan
dukungan di tingkat lebih luas.
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4.3. Aceh Utara

Konflik di Aceh Utara lebih banyak terkait dengan sengketa administratif pada tingkat gampong,
terutama mengenai status wilayah dan kepemilikan administrasi. Perselisihan jenis ini tampak
sederhana, tetapi di dalamnya terdapat persoalan legitimasi, sejarah, dan kebanggaan kolektif yang
mempengaruhi dinamika sosial. Ketika batas wilayah atau status pemerintahan digugat, ketegangan
antar kelompok dapat meningkat, karena menentukan hak atas sumber daya lokal, program
pembangunan, hingga posisi sosial aktor tertentu dalam komunitas.

Potensi kerawanan meningkat ketika konflik terkait struktur pemerintahan gampong tidak segera
diselesaikan. Sengketa seperti ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok
pemuda yang memiliki kedekatan emosional dengan wilayah tertentu. Ketika perbedaan pandangan
tidak menemukan ruang musyawarah yang efektif, konflik dapat berkembang menjadi pertikaian
antarkelompok dalam satu desa atau antar desa bertetangga. Situasi ini diperparah oleh sejarah
panjang Aceh Utara sebagai epicentrum konflik masa lalu, yang meninggalkan struktur sosial-politik
yang unik dan rentan terhadap polarisasi.

Aceh Utara juga merupakan wilayah dengan jaringan sosial yang sangat cair, terutama antara
masyarakat, mantan kombatan, dan tokoh lokal. Hal ini membuat konflik kecil dapat berkembang
menjadi isu yang lebih besar ketika dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keseimbangan
kekuasaan informal di tingkat desa. Potensi ini harus diperhatikan karena sengketa administratif
gampong bisa menjadi titik awal mobilisasi politik menjelang tahun-tahun penting.

4.4. Lhokseumawe

Lhokseumawe merupakan wilayah dengan bentuk kerawanan berintensitas paling tinggi dibandingkan
kabupaten lainnya, terutama karena munculnya kasus bom molotov dan penembakan. Kedua jenis
peristiwa ini menunjukkan adanya aktor yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan kekerasan,
serta motivasi untuk menciptakan ketakutan di ruang publik. Serangan bom molotov memiliki efek
psikologis yang tinggi karena sifatnya yang mudah menimbulkan kerusakan dan kepanikan, sementara
penembakan mengindikasikan bahwa pelaku memiliki akses terhadap senjata api.

Kerawanan seperti ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur sosial-politik
Lhokseumawe sebagai kawasan urban dengan sejarah konflik yang panjang. Dalam beberapa kasus,
tindakan kekerasan bersenjata dapat berkaitan dengan persaingan ekonomi, konflik pribadi yang
tereskalasi, atau bahkan percobaan untuk menunjukkan dominasi kelompok tertentu. Wilayah ini juga
memiliki struktur jaringan sosial yang saling terhubung, sehingga peristiwa kecil dapat berkembang
menjadi konflik yang lebih besar bila tidak segera direspons.

Bentuk kerawanan di Lhokseumawe ini harus mendapat perhatian khusus karena berpotensi menular
ke wilayah lain. Ketika kelompok tertentu melihat bahwa aksi kekerasan dapat dilakukan tanpa
konsekuensi cepat, mereka dapat meniru pola tersebut untuk menyelesaikan konflik atau memperluas
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pengaruh. Situasi seperti ini dapat mengganggu stabilitas kota dan menciptakan rasa tidak aman di
masyarakat, terutama ketika target serangan bersifat acak atau menyasar individu tertentu yang
memiliki peran penting dalam komunitas.

4.5. Aceh Timur

Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten dengan kerawanan paling kompleks di Aceh.
Keberadaan pengungsi luar negeri menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika masyarakat
merasa keberadaan mereka memberi beban baru terhadap sumber daya lokal. Dalam beberapa kasus,
muncul ketidakpuasan warga terhadap penanganan pengungsi, terutama terkait keamanan, akses
layanan, serta dampak ekonomi pada warga lokal. Ketegangan ini dapat berkembang menjadi
intoleransi atau aksi penolakan jika tidak ditangani melalui komunikasi publik dan koordinasi yang baik
antar lembaga.

Selain itu, Aceh Timur menghadapi persoalan serius terkait aktivitas tambang minyak ilegal yang
melibatkan jaringan ekonomi gelap. Operasi minyak tanpa izin sering kali melibatkan kelompok
masyarakat yang melihat sektor ini sebagai sumber penghidupan utama. Namun ketika terdapat
persaingan antar kelompok atau intervensi aparat, ketegangan dengan mudah meningkat menjadi
kekerasan. Aktivitas ilegal semacam ini mengandung risiko tinggi karena adanya peluang benturan
dengan aparat atau kelompok lain yang memiliki kepentingan berbeda.

Sengketa lahan berskala besar juga menjadi isu utama Aceh Timur. Konflik ini sering melibatkan
perusahaan besar yang memiliki izin usaha, tetapi dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pihak yang
tidak memberikan manfaat yang adil. Ketika masyarakat merasa wilayah mereka terancam atau
manfaat ekonomi tidak mengalir secara merata, mereka cenderung melakukan protes atau penolakan.
Situasi ini diperparah oleh ketegangan lingkungan yang muncul akibat polusi industri di beberapa titik
yang memicu protes warga terhadap perusahaan.

4.6. Aceh Tengah

Aceh Tengah menghadapi tekanan ekologis yang semakin tinggi, terutama terkait gangguan satwa liar
dan sengketa ruang hidup. Satwa yang memasuki permukiman menjadi ancaman bagi keselamatan
warga serta mengganggu aktivitas pertanian, yang merupakan sumber ekonomi utama masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam ekosistem hutan dan kawasan pertanian yang
berhubungan dengan deforestasi atau perubahan iklim lokal. Konflik semacam ini dapat berkembang
menjadi perpecahan internal antar kelompok warga ketika terjadi perbedaan strategi mitigasi.

Penertiban aktivitas masyarakat di kawasan cangkul padang menunjukkan adanya ketegangan antara
kebijakan pemerintah dan realitas ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat menggantungkan hidup
pada aktivitas yang dianggap melanggar aturan, mereka melihat penertiban sebagai ancaman
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terhadap kelangsungan hidup mereka. Situasi seperti ini sering kali memicu protes yang tidak hanya
berlandaskan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan identitas masyarakat sebagai pengelola
tradisional kawasan tersebut.

Aktivitas pertambangan ilegal menambah dimensi kerawanan di Aceh Tengah. Operasi tambang tanpa
izin melibatkan jaringan yang lebih tertutup, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan
yang lebih hati-hati. Ketika terjadi intervensi aparat, konflik dapat meningkat menjadi benturan fisik
yang mengancam stabilitas sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa Aceh Tengah memiliki tantangan
ganda: tekanan ekologis dan ekonomi sekaligus.

4.7. Aceh Selatan

Aceh Selatan menghadapi konflik agraria yang kompleks, terutama sengketa antara masyarakat dan
perusahaan perkebunan. Konflik ini biasanya berakar pada batas lahan, hak pengelolaan, serta
pembagian hasil yang dipersepsikan tidak adil oleh masyarakat. Ketika konflik semacam ini
berlangsung dalam jangka panjang, muncul ketidakpercayaan mendalam terhadap perusahaan dan
pemerintah daerah. Hal ini menjadikan ruang dialog sulit dibangun karena masing-masing pihak telah
mengembangkan interpretasi sendiri terhadap sejarah dan hak atas wilayah.

Konflik terkait pengelolaan hutan adat menjadi isu sensitif di Aceh Selatan. Hutan adat merupakan
bagian dari identitas dan sejarah masyarakat, sehingga pembatasan akses sering kali dipersepsikan
sebagai ancaman terhadap kelangsungan budaya lokal. Ketika masyarakat merasa ruang hidup
mereka terancam oleh kebijakan atau intervensi pihak luar, mereka merespons dengan resistensi yang
kuat. Konflik ini rentan meluas karena melibatkan aspek adat, ekonomi, dan legitimasi pemerintah.

Tambang ilegal juga menjadi sumber ketegangan di Aceh Selatan. Aktivitas semacam ini merusak
lingkungan sekaligus memicu persaingan antar kelompok yang terlibat. Ketika aparat berupaya
melakukan penertiban, sering kali muncul benturan karena struktur ekonomi lokal telah sangat
bergantung pada aktivitas tambang. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh Selatan memiliki kombinasi
kerawanan lingkungan, agraria, dan ekonomi yang dapat berinteraksi dan memperbesar potensi
eskalasi konflik.

4.8. Aceh Singkil

Aceh Singkil memiliki pola kerawanan yang sangat dipengaruhi oleh persoalan plasma perkebunan dan
tekanan ekologis akibat gangguan satwa liar. Konflik plasma antara masyarakat dan perusahaan
mencerminkan persoalan struktural dalam distribusi manfaat ekonomi. Masyarakat sering merasa tidak
mendapatkan keadilan dalam proses pembagian hasil, sementara perusahaan menganggap operasi
mereka telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketika perselisihan ini tidak menemukan titik
temu, muncul potensi aksi protes yang dapat melibatkan kelompok masyarakat luas.
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Gangguan satwa liar merupakan isu yang semakin sering muncul di Singkil. Ketika satwa masuk ke
kawasan pertanian, masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Kondisi ini dapat
memicu kemarahan warga dan mendorong mereka mengambil langkah-langkah yang bertentangan
dengan kebijakan konservasi. Konflik semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara
kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan hutan dan kelompok yang lebih fokus pada
pengembangan lahan untuk pertanian.

Kerawanan di Aceh Singkil juga diperparah oleh minimnya kapasitas mitigasi konflik di tingkat lokal.
Ketika perbedaan kepentingan tidak dimediasi dengan baik, konflik yang tampak sebagai persoalan
teknis dapat berkembang menjadi pertikaian antarkelompok, terutama ketika menyangkut sumber
penghidupan utama masyarakat. Situasi ini menjadikan Aceh Singkil sebagai wilayah yang rawan
terhadap konflik yang berakar pada ekonomi dan lingkungan sekaligus.

4.9. Aceh Barat

Aceh Barat memperlihatkan kerawanan yang terkait dengan operasi perusahaan besar, terutama yang
berhubungan dengan kegiatan hauling serta pengelolaan ruang hidup masyarakat. Ketegangan muncul
ketika aktivitas hauling dianggap mengganggu kehidupan sehari-hari warga, baik karena kebisingan,
kerusakan jalan, maupun dampak lingkungan lainnya. Ketika pemerintah daerah tidak segera
merespons keluhan warga, muncul persepsi bahwa perusahaan lebih diutamakan daripada
kepentingan masyarakat. Kondisi ini menciptakan ruang protes yang dapat berkembang menjadi
mobilisasi massa.

Konflik satwa liar di Aceh Barat menunjukkan adanya tekanan ekologis yang semakin meningkat.
Ketika satwa memasuki kawasan permukiman dan merusak pertanian, muncul ketidakpuasan warga
terhadap mekanisme mitigasi yang dianggap tidak efektif. Situasi ini sering memicu pertikaian internal,
terutama ketika satu kelompok masyarakat mendesak adanya penanggulangan agresif sementara
kelompok lain menekankan aspek konservasi. Ketidakselarasan strategi ini memperlihatkan kerentanan
Aceh Barat terhadap konflik horizontal.

Tambang ilegal menjadi ancaman tersendiri karena melibatkan jaringan ekonomi lokal yang sulit
diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Ketika aparat melakukan penertiban, kelompok
pelaku sering memberikan perlawanan atau melakukan strategi menghindar, sehingga operasi menjadi
tidak efektif. Ketegangan antara aparat dan pelaku tambang ilegal dapat menimbulkan benturan fisik
yang mengancam stabilitas sosial wilayah tersebut.

4.10. Aceh Barat Daya

Aceh Barat Daya berada dalam tekanan kerawanan yang dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan dan
dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perusahaan tambang menjadi sumber utama ketegangan karena
operasi mereka mempengaruhi kualitas lingkungan, irigasi, serta kegiatan pertanian masyarakat. Ketika
warga merasa dirugikan, muncul aksi protes yang dapat melibatkan kelompok pemuda dan masyarakat
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adat. Konflik semacam ini menjadi sulit ditangani ketika menyangkut mata pencaharian masyarakat.

Dalam beberapa kasus, aktivitas tambang telah memicu perselisihan antara kelompok masyarakat
yang pro dan kontra terhadap keberadaan perusahaan. Kelompok yang pro melihat perusahaan
sebagai sumber lapangan pekerjaan dan pemasukan ekonomi, sementara kelompok yang kontra
menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya ruang hidup. Ketegangan antar kelompok ini berpotensi
berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih besar, terutama ketika tidak ada mekanisme
penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Aceh Barat Daya juga menunjukkan tanda-tanda kerentanan dalam hubungan antara perusahaan dan
pemerintah daerah. Ketika koordinasi lemah dan kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik,
masyarakat semakin curiga terhadap proses perizinan yang dianggap tidak transparan. Situasi ini
menjadikan Aceh Barat Daya sebagai wilayah dengan kerawanan sosial-ekologis yang perlu mendapat
perhatian serius.

4.11. Nagan Raya

Nagan Raya menghadapi kombinasi kerawanan yang melibatkan konflik tenaga kerja perusahaan dan
aktivitas tambang ilegal. Ketegangan pekerja dengan perusahaan sering dipicu oleh isu hak tenaga
kerja, ketidakjelasan kontrak, dan perbedaan nilai ganti rugi. Ketika serikat pekerja atau kelompok
buruh merasa tidak mendapatkan perlakuan adil, mereka dapat mengorganisir aksi protes yang
memengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Situasi ini semakin rumit ketika pihak perusahaan tidak
memberikan respons yang memadai terhadap tuntutan pekerja.

Tambang ilegal menambah kompleksitas kerawanan di Nagan Raya. Aktivitas tambang tanpa izin
melibatkan jaringan lokal yang kuat, sehingga penertiban oleh aparat sering kali menghadapi resistensi.
Ketika aparat melakukan intervensi, pelaku tambang dapat bereaksi dengan agresif, baik secara
langsung maupun melalui tekanan komunitas. Kondisi ini dapat memicu benturan antara masyarakat
dengan aparat, terutama ketika masyarakat menggantungkan hidup pada aktivitas tambang ilegal
tersebut.

Kerawanan di Nagan Raya juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang sensitif. Ketika warga
merasa peluang ekonomi semakin sempit, mereka cenderung terlibat dalam aktivitas yang memiliki
risiko tinggi, seperti tambang ilegal. Hal ini membuat upaya stabilitas sosial di Nagan Raya
membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga program ekonomi alternatif
yang realistis.

4.12. Pidie

Pidie merupakan pusat konflik yang berkaitan dengan aktivitas penambangan emas. Penambangan
emas, baik yang legal maupun ilegal, melibatkan struktur ekonomi lokal yang besar dan sering kali
tidak transparan. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat, penambang, dan aparat,
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muncul potensi kekerasan yang sulit dikendalikan. Struktur sosial Pidie yang kuat dan terhubung
membuat jaringan pelaku tambang memiliki kemampuan mobilisasi tinggi.

Penertiban aktifitas tambang oleh aparat sering memicu perlawanan dari kelompok penambang.
Mereka memandang aktivitas tambang sebagai sumber ekonomi utama, sehingga intervensi dianggap
sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian. Ketika konflik semacam ini tidak ditangani
dengan pendekatan persuasif yang memperhitungkan kondisi ekonomi warga, potensi eskalasi
kekerasan meningkat secara signifikan.

Pidie juga memiliki kerawanan ekologis akibat aktivitas tambang. Kerusakan lingkungan dari
penambangan emas menimbulkan protes dari kelompok masyarakat yang fokus pada pelestarian
lingkungan. Situasi ini menciptakan ketegangan tambahan yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi
juga menyangkut keberlanjutan hidup dalam jangka panjang.

4.13. Aceh Jaya

Aceh Jaya memiliki kerawanan yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas tambang emas dan galian C.
Aktivitas ini memiliki dampak lingkungan besar, seperti erosi, sedimentasi sungai, serta berkurangnya
kualitas air. Ketika warga merasakan dampak langsung terhadap pertanian dan pemukiman mereka,
muncul protes terhadap perusahaan tambang maupun pemerintah daerah yang memberikan izin.
Ketegangan ini semakin meningkat ketika warga merasa proses izin tidak transparan atau tidak
melibatkan mereka.

Konflik antara kelompok pro-tambang dan kontra-tambang merupakan fenomena yang sering muncul di
Aceh Jaya. Kelompok yang mendukung tambang biasanya berfokus pada peluang kerja dan
pemasukan ekonomi jangka pendek, sementara kelompok yang menolak lebih menekankan dampak
ekologis jangka panjang. Ketika kedua kelompok ini tidak difasilitasi dalam ruang dialog yang
seimbang, potensi benturan horizontal menjadi sangat besar.

Aceh Jaya juga mengalami kerawanan yang berkaitan dengan minimnya pengawasan terhadap
aktivitas galian C ilegal. Operasi galian ilegal sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi
berdampak besar terhadap lingkungan dan infrastruktur. Ketika aparat berusaha melakukan
penertiban, sering terjadi perlawanan karena pelaku memiliki jaringan ekonomi dan sosial yang cukup
kuat di tingkat lokal. Hal ini menjadikan Aceh Jaya sebagai wilayah yang membutuhkan strategi
pengelolaan konflik yang lebih integratif.

5. Proyeksi Kerawanan Aceh 2026

Proyeksi kerawanan Aceh pada tahun 2026 menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya
dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berpotensi memicu eskalasi konflik di berbagai wilayah.
Tahun 2026 merupakan tahun yang sangat strategis bagi Aceh, terutama karena semakin dekat
dengan momentum politik daerah, di mana kompetisi elite, friksi antar kelompok lokal, dan rentannya
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konsolidasi kekuasaan pada tingkat gampong hingga kabupaten dapat memperkuat berbagai bentuk
ketegangan yang telah muncul pada 2025. Dalam konteks ini, setiap pola kerawanan yang sudah
terlihat pada tahun sebelumnya akan mengalami intensifikasi jika tidak dikelola secara tepat.

Salah satu proyeksi terbesar adalah meningkatnya konflik berbasis lahan dan sumber daya alam.
Sengketa yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, seperti di Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh
Barat, Aceh Barat Daya, Singkil, Nagan Raya, Pidie, dan Aceh Jaya, diperkirakan tidak hanya berlanjut,
tetapi juga dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh faktor struktural di mana
masyarakat merasa semakin terdesak oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan, sementara
jalur penyelesaian damai yang diberikan pemerintah dianggap tidak memberikan solusi yang memadai.
Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi, maka konflik agraria akan menjadi isu sentral yang membentuk
kondisi keamanan Aceh pada 2026.

Selain konflik agraria, tekanan ekologis diprediksi akan semakin kuat. Meningkatnya gangguan satwa
liar di wilayah tengah dan selatan menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan telah mencapai
titik kritis. Ketika satwa terus memasuki wilayah pertanian, masyarakat yang menggantungkan hidup
pada sektor ini akan semakin terdorong melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan
konservasi. Situasi ini dapat berkembang menjadi konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang
berfokus pada pertanian dan mereka yang ingin mempertahankan hutan. Ketidakseimbangan antara
kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekologis menjadi tantangan besar yang dapat memicu ketegangan
sosial lebih luas.

Pada wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, kerawanan sosial diperkirakan akan meningkat seiring
dengan tekanan ekonomi dan perubahan sosial yang cepat. Tingginya angka demonstrasi dan tawuran
remaja pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kota ini sedang menghadapi tekanan urban yang
serius. Pada 2026, risiko ini menjadi lebih besar, terutama ketika kelompok muda merasa tidak memiliki
wadah sosial yang memadai untuk mengekspresikan aspirasi dan kreativitas mereka. Tawuran dan
aksi kekerasan antarkelompok berpotensi meningkat ketika tidak ada mekanisme kontrol sosial yang
kuat.

Salah satu ancaman terbesar yang diproyeksikan adalah potensi peningkatan kekerasan bersenjata di
wilayah seperti Lhokseumawe. Kasus bom molotov dan penembakan yang telah muncul pada 2025
menjadi indikator bahwa terdapat aktor yang mampu melakukan tindakan kekerasan berintensitas
tinggi. Pada 2026, aktor-aktor seperti ini bisa memperoleh keberanian lebih besar untuk melakukan
serangan bila mereka melihat lemahnya respon aparat atau tidak adanya tindakan hukum yang
signifikan. Risiko imitasi oleh kelompok lain harus diperhitungkan secara serius, terutama dalam
konteks kota yang sebelumnya pernah menjadi pusat ketegangan politik.

Di Aceh Besar, proyeksi kerawanan berfokus pada konflik pembangunan dan keterlibatan masyarakat
dalam menolak proyek infrastruktur tertentu. Penolakan terhadap proyek besar seperti pembangunan
energi atau industri dapat meningkat ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak awal. Pada tahun
2026, ketika ruang publik semakin terbuka akibat dinamika politik, kelompok-kelompok penolak proyek
dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan memobilisasi aksi protes yang lebih terorganisir.
Ketika konflik pembangunan bertemu dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
potensi eskalasi akan menjadi lebih besar.

Aceh Timur diprediksi tetap menjadi wilayah dengan tekanan multidimensi terbesar. Selain konflik
agraria dan lingkungan, keberadaan pengungsi dari luar negeri berpotensi menciptakan ketegangan
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sosial lebih dalam pada 2026. Penolakan terhadap pengungsi dapat meningkat ketika masyarakat
merasa terbebani oleh situasi ekonomi. Selain itu, adanya aktivitas ilegal seperti tambang minyak tanpa
izin juga diprediksi semakin intensif, terutama ketika jaringan ekonomi gelap melihat celah keuntungan
dalam situasi yang kurang terkontrol. Persinggungan antara aktivitas ilegal dan ketegangan sosial
dapat menciptakan kondisi yang sulit diprediksi.

Di wilayah barat-selatan, terutama Aceh Selatan dan Aceh Singkil, ketegangan terkait hutan adat dan
plasma perkebunan diperkirakan semakin intensif pada 2026. Wilayah-wilayah ini memiliki struktur
sosial yang kuat dengan identitas adat yang masih terjaga, sehingga setiap ancaman terhadap ruang
hidup tradisional dapat memicu resistensi besar. Ketika masyarakat merasa bahwa hutan adat dikelola
tanpa persetujuan mereka, konflik tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga identitas. Hal ini berpotensi
menjadikan konflik semakin sulit diselesaikan melalui intervensi administratif.

Pidie diproyeksikan sebagai salah satu titik dengan kerawanan ekstrem pada 2026 terkait aktivitas
tambang emas. Penambang, baik legal maupun ilegal, memiliki jaringan ekonomi yang kuat dan sering
kali beroperasi dalam struktur sosial yang sulit disentuh hukum. Ketika aparat melakukan penertiban
terhadap aktivitas ilegal, muncul risiko perlawanan yang agresif. Jika situasi ini tidak dikelola dengan
baik, konflik tambang emas dapat berkembang menjadi kekerasan skala besar yang melibatkan
kelompok sosial dengan kemampuan mobilisasi tinggi.

Aceh Jaya juga menghadapi proyeksi kerawanan tinggi akibat aktivitas tambang dan galian C ilegal.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti kerusakan sungai dan irigasi, berpotensi memicu protes
masyarakat dalam skala yang lebih besar. Ketika masyarakat mengalami kerugian ekonomi langsung
dari aktivitas tambang, mereka cenderung melakukan tindakan protes atau bahkan blokade fasilitas
operasional perusahaan. Pada 2026, risiko ini diprediksi meningkat, terutama ketika masyarakat
merasa ruang mereka tidak lagi dilindungi oleh pemerintah daerah.

Nagan Raya diprediksi menghadapi kerawanan yang semakin meningkat terkait konflik tenaga kerja
dan tambang ilegal. Ketidakpuasan buruh terhadap perusahaan berpotensi memicu mogok kerja atau
protes massal ketika situasi ekonomi semakin menekan rumah tangga. Selain itu, jaringan tambang
ilegal di wilayah ini diproyeksikan semakin kuat karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat
pada 2026. Tanpa intervensi yang tegas dan terukur, tambang ilegal berpotensi menjadi titik kumpul
aktor kriminal yang mampu menciptakan kekerasan.

Aceh Barat Daya berada dalam situasi yang sensitif pada 2026 karena kombinasi pertambangan dan
kerapuhan sosial ekonomi masyarakat lokal. Ketika struktur ekonomi lokal tidak mampu memberikan
peluang yang cukup, masyarakat akan semakin bergantung pada aktivitas berisiko tinggi. Pada saat
yang sama, pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra tambang dapat berkembang menjadi
konflik horizontal yang melibatkan kekerasan fisik. Situasi ini akan semakin berbahaya ketika
memasuki tahun politik, di mana kelompok tertentu dapat memanfaatkan isu tambang untuk
memperkuat basis dukungan.

Aceh Barat diperkirakan mengalami situasi yang relatif mirip dengan tahun sebelumnya, dengan
penekanan pada konflik perusahaan dan gangguan satwa liar. Namun, pada 2026, risiko konflik
horizontal dapat meningkat ketika kelompok warga berbeda pandangan mengenai strategi penanganan
satwa. Konflik pengelolaan satwa liar ini dapat menjadi pemicu perselisihan antar kelompok pemuda,
terutama jika terjadi kerusakan besar pada tanaman pertanian warga.
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Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan juga berpotensi menjadi ruang tempur opini publik pada
2026. Demonstrasi akan semakin meningkat, terutama ketika isu nasional dan isu lokal bersinggungan.
Ketika kelompok-kelompok tertentu mulai memanfaatkan ruang publik untuk memperkuat posisi politik
mereka, demonstrasi dapat berkembang menjadi aksi massa yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Proyeksi ini perlu diperhatikan karena kota ini merupakan simbol Aceh secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, proyeksi kerawanan Aceh 2026 memperlihatkan bahwa hampir seluruh kabupaten
menghadapi bentuk-bentuk ketegangan yang berakar pada masalah struktural yang belum
terselesaikan. Pola kerawanan ini menjadi semakin berbahaya karena saling terhubung melalui
dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Ketika satu konflik tidak diselesaikan secara tuntas, ia dapat
berdampak pada kabupaten lain melalui hubungan sosial dan jaringan komunikasi yang semakin kuat.

Situasi Aceh pada 2026 juga dipengaruhi oleh perubahan sosial di tingkat desa. Struktur
kepemimpinan lokal yang semakin terfragmentasi membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit
karena muncul banyak aktor yang memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki legitimasi formal. Ketika
aktor-aktor ini berupaya memperluas pengaruh, mereka dapat memperkeruh situasi dengan
memanfaatkan konflik yang sudah ada.

Di tahun politik, peningkatan retorika identitas juga harus diperhitungkan. Ketika kelompok tertentu
menggunakan narasi identitas untuk memperkuat posisi mereka, masyarakat dapat terpolarisasi secara
emosional. Polarisasi semacam ini berpotensi memperkuat konflik yang sebelumnya bersifat pragmatis
menjadi konflik berbasis nilai atau identitas yang jauh lebih sulit diselesaikan.

Proyeksi ini menunjukkan bahwa Aceh membutuhkan langkah antisipasi yang melampaui pendekatan
reaktif. Tanpa strategi mitigasi yang komprehensif, konflik yang telah muncul pada 2025 berpotensi
berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar dan meluas pada 2026. Pemahaman terhadap pola
dan arah perkembangan kerawanan ini menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dan seluruh
struktur kewaspadaan dini untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

6. Skenario Kerawanan Aceh 2026 (Best — Moderate — Worst)

Skenario kerawanan Aceh 2026 perlu dibangun dengan mempertimbangkan pola yang muncul
sepanjang 2025, terutama pada isu agraria, lingkungan, kriminalitas berat, dinamika urban, serta
meningkatnya fragmentasi sosial-politik menjelang tahun politik lokal. Dengan membaca pola-pola
tersebut, dapat dirumuskan tiga skenario besar yang menggambarkan kemungkinan arah
perkembangan Aceh: skenario terbaik, skenario menengah, dan skenario terburuk. Ketiganya tidak
berdiri sendiri, tetapi saling terkait melalui dinamika lokal yang cair dan sangat dipengaruhi oleh
kapasitas pemerintah serta kemampuan masyarakat dalam menjaga stabilitas.

Skenario terbaik menggambarkan kondisi di mana pemerintah daerah mampu melakukan intervensi
tepat waktu pada titik-titik rawan yang telah teridentifikasi, terutama dalam penyelesaian sengketa
lahan, konflik lingkungan, dan penanganan kriminalitas bersenjata. Dalam skenario ini, proses mediasi
konflik dilakukan secara terstruktur, melibatkan unsur adat, tokoh masyarakat, dan lembaga
kewaspadaan dini. Ketika respons cepat diberikan untuk mengatasi ketegangan antara masyarakat
dan perusahaan, peluang terjadinya mobilisasi massa dapat ditekan. Skenario ini membutuhkan
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komitmen kuat pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog dan membangun kepercayaan antara
aktor-aktor lokal yang selama ini bergerak dalam ketidakpastian.

Pada wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, skenario terbaik mencakup keberhasilan pemerintah
dalam mengelola isu demonstrasi, tawuran remaja, dan aktivitas geng motor melalui pendekatan sosial
dan pendidikan. Intervensi yang sensitif terhadap kebutuhan anak muda dapat meredam potensi
kekerasan yang lebih besar. Jika program-program komunitas dan ruang kreatif diperluas, maka
tekanan sosial terhadap kelompok usia produktif dapat berkurang. Dalam skenario ini, potensi
kerawanan urban dapat ditekan secara signifikan sehingga kota tetap stabil menjelang tahun politik.

Pada wilayah yang pernah mengalami kekerasan bersenjata seperti Lhokseumawe, skenario terbaik
terjadi ketika aparat keamanan mampu menangkap atau menetralisir aktor-aktor yang sebelumnya
terlibat dalam kasus bom molotov atau penembakan. Ketika pelaku kekerasan dihentikan secara
efektif, maka efek imitasi yang berbahaya dapat dicegah. Stabilitas wilayah ini sangat bergantung pada
kecepatan aparat dalam mengidentifikasi jaringan dan motif serangan, sehingga tidak memberi ruang
bagi penyebaran kekerasan bersenjata ke wilayah lain di Aceh.

Aceh Timur dalam skenario terbaik adalah wilayah yang mampu mengurangi ketegangan dengan
mengelola persoalan pengungsi, aktivitas minyak ilegal, dan sengketa lahan melalui pendekatan lintas
lembaga. Ketika masyarakat merasa keterlibatan pemerintah dalam menangani beban sosial
meningkat, maka potensi penolakan terhadap pengungsi dapat berkurang. Demikian pula, ketika
aparat menekan aktivitas minyak ilegal secara konsisten tetapi tetap memberikan alternatif ekonomi
bagi masyarakat, maka eskalasi kekerasan dapat ditekan.

Daerah-daerah barat dan selatan seperti Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Aceh Barat juga dapat
bergerak ke arah skenario terbaik jika isu hutan adat, plasma perkebunan, dan konflik satwa liar
ditangani secara terstruktur. Ketika masyarakat mendapatkan kepastian mengenai hak mereka atas
lahan dan ruang hidup, peluang terjadinya konflik horizontal dapat dikurangi. Pendekatan ini
membutuhkan kolaborasi dengan lembaga adat yang selama ini menjadi garda depan dalam menjaga
keseimbangan ekologi dan sosial. Dalam situasi terbaik, masyarakat dapat menerima kebijakan
pemerintah karena merasa menjadi bagian dari proses.

Namun, skenario menengah menggambarkan kondisi di mana sebagian konflik dapat dikelola, tetapi
sebagian lainnya tetap berkembang dengan intensitas menengah. Dalam skenario ini, Aceh berada
pada titik keseimbangan rapuh, di mana beberapa daerah berhasil mengurangi ketegangan, tetapi
daerah lain mengalami eskalasi konflik secara sporadis. Sengketa lahan, misalnya, tetap terjadi di
beberapa kabupaten karena proses mediasi yang tidak merata. Sementara itu, aktivitas tambang ilegal
masih marak di wilayah tertentu karena keterbatasan pengawasan.

Pada skenario menengah, tekanan ekologis terus meningkat, terutama gangguan satwa liar yang
makin sering terjadi di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Singkil. Meskipun pemerintah melakukan
intervensi, respon yang diberikan tidak merata dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah yang
terdampak. Situasi ini menciptakan satu bentuk ketegangan yang tidak terlalu ekstrem, tetapi cukup
mengganggu stabilitas sosial serta berpotensi menjadi konflik horizontal apabila tidak diselesaikan.

Skenario menengah juga menggambarkan meningkatnya kriminalitas di wilayah urban seperti Banda
Aceh, meski tidak selalu berkembang menjadi konflik luas. Tawuran pelajar tetap terjadi, geng motor
masih bergerak di beberapa titik, dan demonstrasi tetap marak menjelang momentum politik. Kejadian-
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kejadian ini tidak menyebabkan instabilitas parah, tetapi menciptakan gambaran umum bahwa situasi
keamanan tidak benar-benar stabil.

Lhokseumawe dalam skenario menengah tetap menyimpan potensi kasus kekerasan bersenjata, meski
tidak dalam intensitas tinggi. Pelaku mungkin tidak melakukan serangan dalam skala besar, tetapi
tindakan terisolasi seperti penyerangan menggunakan alat berbahaya dapat tetap terjadi. Situasi ini
menciptakan rasa waspada yang tinggi di masyarakat dan menjadikan wilayah ini sebagai pusat
perhatian aparat keamanan. Dalam skenario semacam ini, rasa aman masyarakat tidak sepenuhnya
pulih, meskipun tidak terjadi eskalasi besar.

Pada wilayah barat-selatan, skenario menengah mencakup konflik plasma perkebunan dan sengketa
hutan adat yang tetap berlanjut dalam bentuk protes kecil atau negosiasi terputus. Ketika masyarakat
merasa tidak mendapatkan hasil yang sepadan dari pembagian plasma atau hutan adat dibatasi, aksi
protes tetap muncul secara berkala. Situasi ini tidak mencapai tingkat eskalasi luas, tetapi tetap
mengganggu stabilitas daerah dan menciptakan rasa ketidakpastian dalam masyarakat.

Skenario menengah juga memperlihatkan Nagan Raya dan Aceh Barat Daya tetap terjebak dalam
konflik tenaga kerja dan tambang ilegal. Ketika masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi yang
memadai, mereka tetap terlibat dalam aktivitas ilegal atau mempertahankan konflik dengan
perusahaan. Ketegangan seperti ini bersifat kronis, tidak mencapai eskalasi besar tetapi terus
menggerogoti hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Skenario terburuk menggambarkan kondisi di mana seluruh kerawanan yang muncul pada tahun
sebelumnya berkembang menjadi konflik yang meluas, berkelindan, dan sulit dikendalikan. Dalam
skenario ini, sengketa lahan di berbagai kabupaten berkembang menjadi mobilisasi massa besar.
Ketika kelompok masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka dapat melakukan blokade
fasilitas operasional perusahaan, pemutusan akses jalan, atau aksi pendudukan lahan dalam skala
besar. Pada titik ini, intervensi aparat dapat memicu benturan fisik.

Pada skenario terburuk, kriminalitas bersenjata di Lhokseumawe dapat meningkat dan ditiru oleh
wilayah lain. Ketika serangan molotov atau penembakan menjadi pola baru dalam menyelesaikan
konflik atau menunjukkan dominasi kelompok tertentu, maka keamanan Aceh memasuki fase kritis.
Situasi ini menciptakan ketakutan yang meluas, terutama ketika serangan bersifat acak dan menyasar
individu penting atau fasilitas publik. Dalam perkembangan ekstrem, aktor kekerasan dapat membentuk
jaringan informal yang sulit dilacak.

Di Aceh Timur, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ilegal seperti tambang minyak tanpa izin dapat
berkembang menjadi benturan besar dengan aparat. Ketika kelompok masyarakat merasa disudutkan
oleh operasi penertiban, mereka dapat melakukan perlawanan terorganisir yang melibatkan kekerasan.
Situasi ini diperburuk oleh ketegangan dengan pengungsi luar negeri yang dapat memicu aksi
penolakan agresif dari warga lokal.

Wilayah barat-selatan dalam skenario terburuk dapat mengalami polarisasi tajam antara kelompok
yang pro dan kontra tambang. Konflik antar kelompok ini dapat berkembang menjadi benturan fisik
yang melibatkan kekerasan terbuka. Ketika hutan adat dianggap dijarah atau plasma tidak diberikan
secara adil, kelompok adat dapat melakukan aksi besar-besaran yang memblokade fasilitas dan
menutup ruang dialog.
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Dalam skenario terburuk, konflik urban di Banda Aceh berkembang menjadi kerusuhan besar. Ketika
ketidakpuasan sosial memuncak dan kelompok remaja tidak terkendali, tawuran dapat berkembang
menjadi perusakan fasilitas publik atau benturan antar komunitas. Kondisi ini diperburuk ketika
kelompok tertentu memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh politik.

Pidie dan Aceh Jaya dalam skenario terburuk dapat mengalami kerusakan lingkungan yang sangat
besar akibat tambang emas dan galian C ilegal yang tidak terkendali. Ketika intervensi aparat tidak
efektif, pelaku tambang dapat meningkatkan skala operasi mereka. Sementara itu, kelompok
masyarakat yang menolak tambang dapat melakukan pengerahan massa untuk menghentikan aktivitas
tersebut, sehingga menciptakan benturan besar antar kelompok yang berlawanan.

Nagan Raya dapat menjadi titik ketegangan besar ketika konflik tenaga kerja berkembang menjadi
sabotase fasilitas perusahaan. Ketika buruh merasa diperlakukan tidak adil, kelompok pekerja dapat
mengorganisir aksi untuk menghentikan operasi perusahaan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, protes
dapat meluas menjadi aksi yang mengganggu stabilitas daerah, terutama ketika perusahaan memiliki
pengaruh besar terhadap ekonomi lokal.

Skenario terburuk juga menggambarkan situasi di mana ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintah mencapai titik tertinggi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal mengambil
tindakan yang adil, mereka dapat membentuk kelompok-kelompok lokal yang mengelola keamanan
secara mandiri. Pola seperti ini mengarah pada fragmentasi otoritas dan melemahnya kepercayaan
terhadap lembaga formal, yang merupakan ancaman serius bagi stabilitas Aceh.

Secara keseluruhan, ketiga skenario ini menunjukkan bahwa arah masa depan Aceh pada 2026 sangat
bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola konflik yang telah
muncul pada 2025. Tanpa intervensi strategis yang terarah, Aceh memiliki potensi untuk bergerak ke
skenario menengah atau bahkan terburuk. Namun, dengan tata kelola yang tepat, peluang untuk
mencapai skenario terbaik tetap terbuka.

7. Indikator Peringatan Dini

Indikator peringatan dini merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas Aceh menjelang 2026,
terutama karena pola kerawanan di berbagai kabupaten menunjukkan dinamika yang cepat dan sering
kali berubah tanpa tanda awal yang jelas. Peringatan dini diperlukan untuk mendeteksi gejala awal
konflik, mengidentifikasi aktor yang berpotensi memicu ketegangan, serta memetakan wilayah yang
membutuhkan intervensi segera. Indikator-indikator ini menjadi alat navigasi penting bagi pemerintah
daerah, FKDM, dan unsur keamanan untuk mencegah eskalasi sebelum berkembang menjadi konflik
terbuka.

Salah satu indikator paling signifikan adalah meningkatnya keluhan masyarakat terhadap aktivitas
perusahaan, terutama terkait lahan, kompensasi, dan dampak lingkungan. Ketika masyarakat mulai
menyampaikan keluhan secara terbuka, baik melalui pertemuan desa, media lokal, atau media sosial,
itu menandakan ketidakpuasan kolektif yang dapat berkembang menjadi protes massal. Kenaikan
intensitas keluhan biasanya mendahului aksi demonstrasi atau blokade jalan. Karena itu, setiap
lonjakan keluhan harus dipantau sebagai tanda awal potensi konflik agraria.
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Indikator berikutnya adalah perubahan pola interaksi antara masyarakat dan perusahaan. Ketika
sebelumnya interaksi berlangsung melalui jalur formal seperti musyawarah atau pertemuan terbuka,
tetapi kemudian berubah menjadi konfrontatif atau tertutup, maka ada sinyal bahwa hubungan kedua
pihak memburuk. Perubahan ini dapat terlihat dari penolakan warga menghadiri undangan pertemuan,
munculnya kelompok pemuda yang mengambil alih negosiasi, atau beredarnya narasi ketidakadilan
yang semakin keras di tingkat komunitas.

Gangguan satwa liar juga menjadi indikator penting, bukan hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi
sebagai petunjuk tekanan ekologis yang dapat memicu konflik sosial. Ketika satwa liar semakin sering
memasuki permukiman, masyarakat akan merasa terancam dan menuntut tindakan cepat. Jika
respons yang diberikan pemerintah dianggap lambat atau tidak efektif, masyarakat dapat bereaksi
dengan kemarahan yang diarahkan kepada aparat atau lembaga tertentu. Ini menjadi indikator bahwa
konflik berbasis ekologi dapat berkembang menjadi protes sosial.

Di wilayah perkotaan, meningkatnya aktivitas geng motor, tawuran, dan aksi kekerasan antar kelompok
pemuda menjadi sinyal penting bagi kerawanan sosial. Ketika kelompok remaja semakin sering
berkumpul, menggunakan simbol identitas tertentu, atau terlibat dalam perselisihan yang terekam dan
tersebar melalui media sosial, itu menjadi tanda bahwa ketegangan sosial sedang meningkat. Kondisi
ini menjadi indikator dini bahwa kota berada dalam risiko gangguan keamanan yang dapat meluas.

Sementara itu, kemunculan narasi intoleransi atau penolakan terhadap kelompok tertentu, baik
pengungsi maupun komunitas keagamaan, menjadi indikator sosial yang perlu diperhatikan. Ketika
narasi semacam ini muncul dalam bentuk poster, percakapan publik, atau pernyataan tokoh lokal, itu
menunjukkan adanya potensi polarisasi sosial. Polarisasi seperti ini dapat memicu protes, penolakan,
atau bahkan tindakan kekerasan apabila tidak ditangani secara cepat melalui pendekatan komunikasi
publik dan rekonsiliasi.

Indikator peringatan dini juga dapat terlihat dari meningkatnya penggunaan retorika politik di tingkat
gampong. Ketika tokoh lokal mulai memobilisasi massa dengan narasi identitas, sejarah konflik, atau
ketidakadilan, maka potensi eskalasi meningkat. Perubahan retorika dari isu keseharian menjadi isu
politik merupakan sinyal kuat bahwa kelompok tertentu sedang membangun dukungan menjelang
tahun politik. Hal ini harus dipantau secara serius karena dapat berpengaruh langsung terhadap
stabilitas daerah.

Perubahan pola aktivitas ekonomi ilegal seperti tambang tanpa izin atau perdagangan minyak ilegal
juga menjadi indikator kerawanan. Ketika aktivitas ilegal semakin meningkat, itu berarti ada jaringan
ekonomi yang berkembang yang berpotensi memicu konflik dengan aparat. Aktivitas semacam ini
sering disertai dengan munculnya kelompok yang menjaga wilayah operasional, sehingga ketika aparat
menertibkan, benturan fisik bisa terjadi. Indikator ini sangat penting karena menjadi titik awal konflik
bersenjata dalam banyak kasus.

Di daerah yang mengalami konflik agraria, munculnya kelompok masyarakat yang mulai melakukan
penjagaan lahan secara mandiri menjadi indikator penting. Penjagaan ini kadang dilakukan dengan
mendirikan pos, mengumpulkan massa, atau melakukan patroli informal. Ketika masyarakat mengambil
alih fungsi keamanan, itu menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan
perusahaan. Fenomena ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi awal mobilisasi massa besar.
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Interaksi yang memburuk antara aparat desa dan warga merupakan indikator lain yang cukup sensitif.
Ketika masyarakat mulai menolak arahan perangkat desa, mempertanyakan otoritas mereka, atau
bahkan menuduh perangkat desa bersekongkol dengan pihak tertentu, itu menandakan terjadinya
fragmentasi sosial di tingkat lokal. Fragmentasi ini dapat memperbesar risiko konflik, terutama ketika
ada isu yang menyangkut aset kolektif seperti tanah, hutan, atau program pembangunan desa.

Indikator lain adalah meningkatnya aktivitas komunikasi tertutup di masyarakat, seperti pertemuan
malam hari, penggunaan ruang privat untuk diskusi kelompok, atau peningkatan peredaran informasi
yang tidak diverifikasi. Ketika komunikasi terbuka diganti dengan komunikasi tertutup, itu menunjukkan
masyarakat sedang membangun konsolidasi internal untuk menghadapi isu tertentu. Konsolidasi ini
dapat mengarah pada tindakan protes terorganisir.

Di wilayah yang pernah mengalami kekerasan bersenjata, indikator penting adalah munculnya laporan
tentang individu yang membawa senjata, bahan peledak rakitan, atau penggunaan simbol kelompok
tertentu. Ketika simbol-simbol ini mulai muncul, itu menandakan adanya kelompok yang ingin
menunjukkan kekuasaan. Kemunculan simbol ini sering menjadi pendahulu dari tindakan kekerasan
yang lebih besar.

Indikator peringatan dini juga dapat terlihat dari perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama
ketika terjadi peningkatan mendadak dalam aktivitas seperti penambangan liar yang dilakukan secara
terbuka. Ketika masyarakat semakin berani melakukan aktivitas ilegal secara terang-terangan, itu
menunjukkan melemahnya kehadiran negara atau penurunan kepatuhan terhadap hukum. Kondisi
seperti ini menciptakan ruang bagi aktor kriminal untuk memperluas aktivitas mereka.

Perubahan perilaku perusahaan juga menjadi indikator penting. Ketika perusahaan tiba-tiba
meningkatkan pengamanan atau mengurangi aktivitas operasi tanpa penjelasan jelas kepada
masyarakat, itu dapat memicu kecurigaan warga. Perubahan ini bisa menunjukkan adanya ancaman
terhadap operasi perusahaan yang belum diketahui publik. Karena itu, komunikasi perusahaan dengan
masyarakat perlu diperhatikan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

Indikator selanjutnya adalah meningkatnya penyebaran informasi provokatif melalui media sosial.
Ketika narasi tentang ketidakadilan, penyerobotan lahan, atau ketidakpuasan terhadap perusahaan
atau aparat menjadi viral, itu dapat memicu respons emosional masyarakat. Media sosial memiliki
kekuatan mempercepat eskalasi konflik, sehingga kebutuhan untuk memantau percakapan daring
menjadi sangat penting dalam sistem peringatan dini.

Di beberapa daerah, indikator juga terlihat dari meningkatnya keterlibatan tokoh agama atau adat
dalam isu-isu sensitif. Ketika tokoh berpengaruh mulai bersuara keras atau memberikan dukungan
terhadap satu kelompok tertentu, itu dapat memperkuat posisi salah satu pihak dalam konflik.
Kehadiran tokoh berpengaruh merupakan faktor multiplier yang dapat mempercepat mobilisasi massa.

Indikator peringatan dini lain terlihat dari meningkatnya permintaan mediasi kepada pemerintah daerah
atau pihak lain. Ketika kelompok masyarakat meminta mediasi tetapi tidak mendapatkan respons
cepat, frustrasi dapat meningkat dan berpotensi memicu tindakan langsung yang tidak terkendali.
Kegagalan merespons permintaan mediasi sering menjadi penyebab eskalasi konflik yang sebenarnya
dapat dicegabh.
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Munculnya laporan tentang aksi ancaman dalam bentuk pesan tertulis, intimidasi, atau pemblokiran
akses menjadi indikator peringatan yang serius. Ancaman semacam ini menunjukkan bahwa
ketegangan sudah mencapai titik di mana satu pihak mulai menggunakan tekanan untuk mendapatkan
apa yang mereka inginkan. Ancaman adalah tahap awal sebelum terjadinya kekerasan fisik.

Di beberapa kabupaten, meningkatnya pergerakan kelompok pemuda atau organisasi informal yang
berkumpul dalam jumlah besar dapat menjadi indikator kerawanan. Ketika kelompok-kelompok ini
mulai memperkuat solidaritas internal, mereka dapat menjadi aktor penting dalam protes atau konflik
lokal. Pergerakan ini perlu dipantau karena mereka sering menjadi ujung tombak mobilisasi massa.

Indikator terakhir adalah penurunan drastis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Ketika masyarakat secara terbuka menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa,
kecamatan, atau kabupaten, itu menandakan adanya krisis legitimasi. Krisis ini dapat memperbesar
potensi konflik karena masyarakat mulai mencari cara alternatif untuk menyelesaikan masalah mereka,
sering kali di luar mekanisme formal yang diakui negara.

Secara keseluruhan, indikator peringatan dini ini memberikan gambaran detail tentang bagaimana
konflik di Aceh dapat berkembang jika tidak dikelola dengan baik. Setiap indikator merupakan sinyal
yang harus dibaca dengan seksama agar pemerintah dan FKDM dapat melakukan langkah antisipatif
sebelum situasi memburuk. Dengan memahami pola ini, Aceh dapat meminimalkan risiko masuk ke
dalam skenario kerawanan terburuk pada 2026.

8. Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Sinergi
Multipihak

Rekomendasi strategis bagi Aceh 2026 harus dibangun atas dasar kesadaran bahwa stabilitas
keamanan bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi hasil dari sinergi antara pemerintah, legislatif,
yudikatif, unsur masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lokal. Aceh merupakan wilayah
pasca-konflik yang struktur sosialnya sangat sensitif, sehingga penyelesaian konflik tidak cukup hanya
melalui aparat atau kebijakan tunggal. Kerawanan yang muncul pada 2025 mengharuskan seluruh
komponen pemerintahan dan masyarakat terlibat aktif dalam mencegah eskalasi menjelang tahun-
tahun politik.

Strategi yang paling mendesak adalah memperkuat mekanisme informasi dan komunikasi antar
lembaga negara dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun sistem komunikasi dua arah
dengan tokoh masyarakat, kelompok adat, ulama, akademisi, dan pemuda, sehingga setiap indikasi
konflik dapat diketahui lebih awal. Komunikasi yang cepat dan terbuka mencegah salah informasi serta
meminimalkan peluang rumor berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Sinergi ini harus
dipimpin eksekutif, tetapi didukung legislatif sebagai pengawas dan yudikatif sebagai penjaga prinsip
hukum yang adil.

Pemerintah kabupaten perlu membentuk tim kecil lintas sektor yang bekerja secara reguler memantau
dinamika sosial di tiap kecamatan dan gampong. Tim ini tidak bersifat formalistik, melainkan forum
koordinasi substantif antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan lembaga
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sosial. Dengan cara ini, pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat secara langsung dan
memahami gejala ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Forum ini berfungsi
sebagai jembatan dalam sistem kewaspadaan sosial Aceh.

Sinergi antara pemerintah dan legislatif menjadi penting untuk mengatasi konflik agraria dan
lingkungan. Banyak ketegangan di Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Pidie, Aceh Barat Daya,
dan Aceh Jaya muncul karena ketidakjelasan regulasi, izin tumpang tindih, dan lemahnya pengawasan.
Legislatif melalui fungsi regulatif harus memastikan bahwa aturan tentang lahan, hutan, dan tambang
benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan korporasi. Pemerintah
eksekutif kemudian wajib memastikan regulasi tersebut diterapkan dengan transparan.

Dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah daerah harus memimpin
proses mediasi, tetapi melibatkan tokoh adat dan ulama sebagai mediator sosial yang dipercaya.
Konflik agraria dan plasma perkebunan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan
administratif. Masyarakat membutuhkan jaminan moral dan budaya bahwa kepentingan mereka
dihormati. Kehadiran ulama dan adat dalam proses mediasi sangat efektif membangun kembali
kepercayaan masyarakat.

Untuk wilayah yang menghadapi tambang ilegal seperti Pidie, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Aceh
Jaya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan ganda: penegakan hukum tegas yang dipimpin
aparat, dan penyediaan alternatif ekonomi untuk masyarakat. Yudikatif harus memastikan proses
hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih. Ketika masyarakat melihat penegakan hukum yang
konsisten, mereka merasa dilindungi oleh negara dan tidak perlu mengambil tindakan sendiri.

Di daerah dengan konflik lingkungan, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi ekologis.
Hadirnya gangguan satwa liar di Aceh Tengah, Aceh Selatan, Singkil, dan Aceh Barat menunjukkan
tekanan ekologi yang dapat memicu konflik horizontal. Pemerintah harus menyediakan respon cepat,
membangun sistem peringatan satwa, menyediakan kompensasi, dan membentuk tim tanggap satwa
liar bersama masyarakat. Sinergi ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penguatan solidaritas sosial
dalam menghadapi masalah ekologis bersama.

Untuk wilayah urban seperti Banda Aceh, diperlukan strategi sosial yang melibatkan lembaga
pendidikan, komunitas pemuda, dan organisasi budaya. Tawuran dan geng motor dapat ditekan
melalui program ruang ekspresi kreatif, kegiatan seni, olahraga, dan forum dialog pemuda. Pemerintah
harus menggandeng sekolah, kampus, komunitas kreatif, dan organisasi pemuda untuk membangun
ekosistem sosial yang mencegah kekerasan generasi muda.

Dalam menangani potensi kekerasan bersenjata seperti yang muncul di Lhokseumawe, pemerintah
perlu memastikan koordinasi kuat antara aparat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh
agama. Aparat fokus pada penegakan hukum, sementara tokoh masyarakat dan agama menjadi
penenang sosial yang membantu mencegah munculnya dukungan komunitas terhadap aktor-aktor
kekerasan. Yudikatif memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.

Untuk kabupaten dengan konflik pembangunan seperti Aceh Besar, pemerintah harus memperbaiki
prosedur konsultasi publik. Legislatif harus memastikan analisis dampak sosial dilakukan secara
menyeluruh dan tidak bersifat formalitas. Proyek besar harus melibatkan masyarakat sejak fase
perencanaan agar tidak ada kesan bahwa keputusan pembangunan dipaksakan. Keterlibatan publik
yang kuat mengurangi resistensi dan meningkatkan legitimasi pemerintah.
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Sinergi multipihak juga diperlukan untuk menguatkan kapasitas perangkat desa sebagai aktor pertama
dalam penyelesaian konflik lokal. Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan mediasi dan resolusi
konflik kepada aparat gampong. Dengan kemampuan ini, desa dapat menyelesaikan ketegangan
internal sebelum berkembang ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Legislatif dapat mendukung
pelatihan melalui anggaran program pembinaan desa.

Pemerintah juga perlu membangun mekanisme koordinasi antara kabupaten yang saling berbatasan,
terutama ketika isu kerawanan bersifat lintas wilayah. Sengketa lahan, pergerakan satwa, dan aktivitas
tambang sering kali tidak mengenal batas administrasi. Oleh karena itu, eksekutif kabupaten harus
membentuk forum antar daerah untuk menyelaraskan langkah penyelesaian. Forum ini harus fleksibel,
tidak birokratis, tetapi mampu merespon masalah bersama.

Rekomendasi lain adalah pengembangan sistem pemantauan digital berbasis laporan masyarakat.
Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat kanal laporan cepat yang dapat diakses
warga. Setiap laporan harus terhubung langsung dengan unit eksekutif kabupaten dan kecamatan agar
respons dapat diberikan dalam waktu singkat. Sistem digital ini dapat menjadi alat pemetaan
kerawanan yang sangat efektif.

Dalam menghadapi tahun politik 2026, pemerintah perlu mengembangkan protokol pencegahan
polarisasi. Protokol ini mencakup pengaturan kampanye, pencegahan ujaran kebencian, forum dialog
antarpendukung kandidat, serta pelibatan tokoh masyarakat sebagai penyeimbang. Legislatif dapat
memperkuat protokol ini melalui peraturan daerah yang mengikat. Yudikatif menjaga agar pelanggaran
hukum ditangani tanpa bias politik.

Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas lembaga sosial-keagamaan sebagai penjaga stabilitas.
Ulama, organisasi keagamaan, dan pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk sikap
masyarakat terhadap isu-isu sensitif seperti intoleransi, pengungsi, dan konflik moral. Dengan
memperkuat kemitraan antara pemerintah dan lembaga ini, narasi damai dapat diperkuat secara lebih
efektif.

Di daerah yang ekonominya sensitif, pemerintah harus menciptakan program ekonomi alternatif untuk
masyarakat. Konflik tambang, plasma, dan lahan sering berakar dari ketidakmampuan masyarakat
memperoleh pendapatan layak. Bila pemerintah menghadirkan peluang ekonomi baru, masyarakat
akan memiliki pilihan selain terlibat dalam aktivitas ilegal atau protes. sinergi antara eksekutif, legislatif
yang mengamankan anggaran, dan kelompok masyarakat penerima manfaat menjadi sangat penting.

Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pengelolaan konflik juga perlu diperkuat. Mereka sering
menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak, tetapi jarang dilibatkan dalam proses
penyelesaian. Pemerintah perlu membangun ruang keterlibatan untuk kedua kelompok ini melalui
forum dialog, kelompok kerja, serta program pemberdayaan berbasis desa.

Pemerintah dan legislatif juga harus mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat. Perusahaan harus diwajibkan membuat mekanisme keluhan yang
efektif, program CSR yang tepat sasaran, dan komunikasi yang transparan mengenai operasi mereka.
Ketika hubungan perusahaan-masyarakat membaik, ruang bagi konflik berkurang secara signifikan.

Akhirnya, pemerintah perlu memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah yang selama ini merasa
termarjinalkan. Penguatan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi menjadi strategi
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jangka panjang yang paling efektif dalam menurunkan potensi konflik. Kehadiran negara yang kuat
menciptakan rasa aman dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.

Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh adat, ulama, organisasi sosial, pemuda, dan
sektor swasta, Aceh memiliki peluang besar untuk mengelola kerawanan dan mencegah eskalasi
konflik pada 2026. Rekomendasi ini dirancang agar dapat diterapkan secara realistis berdasarkan
pengalaman lapangan dan potret kerawanan tahun sebelumnya.

9. Penutup

Potret kerawanan Aceh pada 2025-2026 memperlihatkan bahwa Aceh berada pada persimpangan
penting antara stabilitas dan potensi gejolak baru. Meskipun ketegangan yang muncul terlihat berbeda-
beda di setiap kabupaten, seluruhnya menunjukkan pola bahwa Aceh masih menghadapi masalah
struktural yang bersumber dari distribusi sumber daya, perubahan lingkungan, dinamika sosial pasca-
konflik, dan tekanan ekonomi masyarakat. Penutup ini menegaskan bahwa kerawanan Aceh tidak
bersifat acak, tetapi merupakan kumpulan fenomena yang saling terkait dan berkembang di dalam
ruang sosial yang sama.

Keseluruhan konflik agraria, lingkungan, kriminalitas, dan sosial-budaya yang muncul sepanjang 2025
bukan sekadar gejala ketidakpuasan, tetapi penanda bahwa mekanisme penyelesaian konflik belum
sepenuhnya bekerja. Konflik lahan di berbagai kabupaten, misalnya, merupakan refleksi dari
ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya dan ketidakpastian hukum. Sementara gangguan
satwa liar dan tekanan ekologis menandakan bahwa perubahan ruang hidup masyarakat semakin
cepat melampaui kapasitas mitigasi daerah. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif
dan berpihak pada masyarakat.

Kerawanan sosial di wilayah urban seperti Banda Aceh memperlihatkan bahwa generasi muda Aceh
membutuhkan ruang sosial baru yang lebih kreatif, inklusif, dan menghubungkan mereka dengan
identitas Aceh yang lebih positif. Tanpa ruang tersebut, ekspresi sosial generasi muda akan terus
muncul dalam bentuk tawuran, geng motor, atau aksi spontan yang mudah terprovokasi. Penutup ini
mengingatkan bahwa generasi muda adalah aset strategis Aceh, dan stabilitas jangka panjang sangat
bergantung pada bagaimana mereka dibina sejak hari ini.

Dalam konteks kriminalitas berintensitas tinggi seperti yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh memiliki
kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan respons cepat sambil tetap menjaga kehormatan
masyarakat sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik panjang. Setiap penanganan harus peka
terhadap ingatan kolektif Aceh, sehingga stabilitas tidak dibangun melalui ketakutan, tetapi melalui rasa
aman yang tumbuh dari keadilan sosial. Stabilitas Aceh tidak akan kokoh jika masyarakat merasa
negara hadir hanya ketika terjadi kekerasan, tetapi absen dalam persoalan keseharian mereka.

Penutup ini juga menegaskan bahwa konflik Aceh memiliki karakter yang sangat lokal, tetapi
berimplikasi provinsi. Setiap ketegangan di satu kabupaten dapat memengaruhi wilayah lain melalui
jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang terhubung. Karena itu, upaya pencegahan tidak boleh hanya
dilakukan pada wilayah yang sedang memanas, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan regional
yang menyeluruh. Sinergi kabupaten dan provinsi menjadi kunci untuk memastikan setiap titik
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kerawanan ditangani sebagai bagian dari sistem keamanan sosial Aceh secara keseluruhan.

Kompleksitas Aceh pada 2026 semakin meningkat karena berbagai dinamika politik mendekati
momentum penting. Polarisasi dan perbedaan dukungan dapat memperbesar konflik laten bila tidak
dikelola secara hati-hati. Penutup ini mengingatkan bahwa kontestasi politik harus tetap berada dalam
koridor demokrasi yang sehat, bukan menjadi ruang bagi eksploitasi isu agraria, adat, lingkungan, atau
identitas. Penguatan etika politik dan komunikasi publik menjadi fondasi penting untuk menjaga Aceh
tetap tenang menjelang 2026.

Aceh juga harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi global dan nasional yang dapat
berdampak pada tingkat rumah tangga. Ketika pendapatan menurun dan peluang ekonomi menyempit,
masyarakat cenderung lebih mudah terprovokasi dan mengambil risiko melalui aktivitas ilegal atau
protes. Penutup ini menegaskan pentingnya strategi ekonomi jangka pendek dan menengah yang
dapat memberikan kepastian kepada masyarakat tentang masa depan mereka. Stabilitas Aceh tidak
akan bisa dijaga tanpa keberlanjutan ekonomi.

Penutup ini menekankan bahwa stabilitas Aceh hanya dapat terwujud melalui kehadiran negara yang
lebih merata, responsif, dan berkualitas. Negara bukan hanya aparat, tetapi juga layanan publik yang
kuat, regulasi yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ketika masyarakat merasakan
kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari—melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang
terjangkau, akses ekonomi, dan kepastian hukum—maka potensi konflik menurun dengan sendirinya.
Kehadiran negara adalah pilar utama mencegah eskalasi.

Sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan pencegahan kerawanan Aceh 2026. Eksekutif memimpin
arah kebijakan, legislatif mengawasi dan menguatkan regulasi, yudikatif menjaga keadilan, sementara
masyarakat adat, ulama, akademisi, pemuda, perempuan, dan kelompok usaha adalah kekuatan sosial
yang memastikan kebijakan pemerintah memperoleh legitimasi. Penutup ini menggarisbawahi bahwa
tidak ada satu pun unsur yang bisa bekerja sendirian. Aceh hanya bisa stabil jika seluruh elemen
bergerak bersama.

Aceh memiliki modal sosial yang kuat: adat yang hidup, ulama yang berwibawa, masyarakat yang solid,
dan sejarah panjang perjuangan yang membentuk karakter kolektif. Modal ini harus diaktifkan kembali
sebagai aset stabilitas, bukan hanya sebagai simbol budaya. Penutup ini mengingatkan bahwa Aceh
akan tetap kuat selama masyarakatnya memegang nilai musyawarah, saling menghormati, dan
keadilan sosial sebagai fondasi hidup bersama.

Pada akhirnya, masa depan Aceh 2026 tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang muncul,
tetapi oleh seberapa kuat Aceh mampu merespons tantangan tersebut dengan kebijakan yang cerdas,
sinergi multipihak yang solid, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kedamaian. Penutup ini
menegaskan bahwa kerawanan bukan takdir, tetapi sesuatu yang dapat dikendalikan melalui kehendak
bersama dan kerja sistematis. Dengan sinergi yang kuat, Aceh dapat mengubah potensi kerawanan
menjadi peluang untuk memperkuat stabilitas jangka panjang.

Dengan pendekatan menyeluruh, Aceh dapat memasuki tahun 2026 bukan dengan kecemasan, tetapi
dengan kesiapan. Kesiapan inilah yang menjadi kunci menjaga perdamaian yang telah dibangun
dengan mahal, sekaligus memastikan Aceh tetap berdiri sebagai wilayah yang kokoh secara sosial,
bermartabat secara budaya, dan berdaulat secara politik.
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